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PENETAPAN
Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Stn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang menerima, memeriksa, mengadili dan
menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan
Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan itsbat

nikah/pengesahan perkawinan yang diajukan oleh:

I umur 26 tahun, agama Islam,

pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di

|
. scbagal

Pemohon I;

. umur 23 tahun, agama Islam,

pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di

|
. scbagal

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dalam

persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dalam surat permohonannya tanggal
05 November 2020 telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan /
itsbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani,
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pada tanggal 05 November 2020 dengan Nomor 14/Pdt.P/2020PA.Stn, dengan

dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2017, para Pemohon melangsungkan
pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan [
I

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus jejaka,
dalam usia 23 tahun, dan Pemohon Il berstatus Perawan dalam usia 20
tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah sekaligus yang
menikahkan para Pemohon adalah bapak kandung Pemohon Il bernama
I o-n dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya
masing-masing bernama: Saksi pertama [JJJJll]l dan Saksi kedua bernama
I ccngan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh
ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian
kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak
ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan
hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana

layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:

a. N urmur 2 tahun 7 bulan;
b. I umur 2 tahun 4

bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu
gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon
tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah,
karena identitas data pribadi para pemohon masih data dari Jawa dan antara
Pemohon sudah sangat dekat dan di khawatirkan akan melakukan perbuatan
yang melanggar aturan norma agama dan norma kesusilaan, maka

Pemohon | dan Pemohon Il segera dinikahkan secara agama, dan tidak

terdaftar di Kantor Urusan Agama [ GG
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7. Bahwa sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut
untuk kepastian hokum, mengurus Akta Kelahiran anak dan kepentingan

hukum lainnya;

8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim
untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon | dan Pemohon Il
yang terjadi pada tanggal 18 Maret 2017;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Sentani memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon | (NG
) ccngan Pemohon I (G
yang dilangsungkan pada tanggal 18 Maret 2017 di || GcGcCcNGGEEE
|

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon

penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon |
dan Pemohon Il telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan
Pemohon | dan Pemohon Il, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon | dan
Pemohon Il menyatakan tetap pada permohonannya;
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Bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Pemohon | dan Pemohon II
telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan 3 (tiga) orang saksi sebagai

berikut:
A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon | ([l

e
Il /2ng dikeluarkan oleh Pemerintah [ GG

. bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon |1 (il

.
yang dikeluarkan oleh Pemerintah [ EGcGcCcNGEEEEEEE

. bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti P.2;

B. SAKSI-SAKSI

I (1 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang
Makanan, tempat tinggal di |G
. 1<
mempunyai hubungan darah/semenda dengan Pemohon | dan

Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon Il sebagai

tetangga;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon | dengan Pemohon Il adalah suami isteri;

- Bahwa saat pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il Saksi tidak
hadir;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon Il sejak sekitar 3

(tiga) tahun yang lalu;
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- Bahwa selama Pemohon | dan Pemohon Il hidup bersama tidak ada
pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat hubungan Pemohon

| dan Pemohon Il;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah bercerai, tidak pernah
keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas
pernikahan tersebut;

- Bahwa pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA
setempat;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk

kepentingan pencatatan data kependudukannya;

I, o 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan
Tukang Ojek, tempat tinggal di |
|
mempunyai hubungan darah dengan Pemohon Il yaitu sebagai
paman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon Ii;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon | dengan Pemohon Il adalah suami isters;

- Bahwa saat pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il Saksi tidak
hadir;

- Bahwa selama Pemohon | dan Pemohon II hidup bersama tidak ada
pihak ketiga baik dari keluarga maupun orang lain yang keberatan dan

mengganggu gugat hubungan Pemohon | dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah bercerai, tidak pernah
keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas

pernikahan tersebut;
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- Bahwa pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA

setempat;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il membutuhkan akta nikah untuk

kepentingan pencatatan data kependudukannya;

I o 59 tahun, agama  Islam, pekerjaan
Pedagang Makanan, tempat tinggal di [ EGTczNGNzG
.
. -punyai hubungan darah  dengan

Pemohon Il yaitu sebagai ayah kandung, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il adalah suami isteri;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il Saksi hadir dan
bertindak sebagai wali dari Pemohon Il;
- Bahwa ijab kabul antara wali Pemohon Il dengan Pemohon | langsung
tanpa jeda waktu;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon | dan Pemohon Il adalah [l
B .-- B isamping itu juga dihadiri dan disaksikan oleh
beberapa orang lainnya;
- Bahwa maharnya adalah uang sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu
rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon | berstatus jejaka, sementara Pemohon Il berstatus
perawan;
- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan baik
sedarah, semenda maupun sesusuan maupun tidak ada halangan untuk
menikah;
- Bahwa selama menikah Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 2

(dua) orang anak;
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- Bahwa selama pernikahan Pemohon | dan Pemohon I, tidak ada pihak
ketiga yang mengganggugugat dan keberatan atas pernikahan Pemohon |
dan Pemohon II;

- Bahwa selama ini antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah
bercerai dan tetap beragama Islam;

- Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il belum tercatat di KUA
setempat karena terkendala syarat pendaftaran berupa KTP;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk

kepentingan pencatatan data kependudukannya;

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah mencukupkan alat buktinya dan
tidak mengajukan suatu apapun lagi;

Bahwa Pemohon | dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan

yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang
dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah yang diajukan
oleh para Pemohon ini, Jurusita Pengadilan Agama Sentani telah menempelkan
pengumuman di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Sentani
hingga jangka waktu 14 hari sesuai petunjuk Buku Il Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan hingga batas waktu
pengumuman berakhir tidak ada satu pihak pun yang kebaratan dengan akan

dilaksanakannya sidang istbat nikah para Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon | dan Pemohon |l mengajukan
permohonan Itsbat Nikah yang perkara tersebut menurut Undang-undang
Nomor 22 tahun 1946 jo Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang
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Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
tahun 2009, merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Oleh
karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan a quo dapat

diperiksa lebih lanjut dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dalam permohonannya
pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan
Pemohon | dengan Pemohon Il yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2017

cf i |
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon | dan

Pemohon Il telah mengajukan alat bukti surat P,1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang

saksi;

Menimbang, bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk
adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh Pemerintah [ GGG
bermaterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya, isi bukti tersebut
menjelaskan perihal identitas dan tempat tinggal para Pemohon sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu haruslah
dinyatakan bahwa Permohonan para pemohon merupakan kewenangan
relative Pengadilan Agama Sentani sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi 1 tidak mempunyai hubungan keluarga
sedarah atau semenda dengan Pemohon | dan Pemohon Il, sudah dewasa
dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur
dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi 2 mempunyai hubungan keluarga sedarah
dan semenda dengan Pemohon IlI, sudah dewasa dan sudah disumpah,
sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi 3 mempunyai hubungan keluarga sedarah
dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga

memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;
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Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 mempunyai
kesamaan dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, oleh karena itu
keterangan ketiga orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.
sehingga keterangan ketiga Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan

dapat diterima sebagai alat bukiti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, terbukti fakta-

fakta sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 18 Maret 2017 telah dilaksanakan perkawinan

antara Pemohon | dengan Pemohon I di | GczNININGEG

B Jchgan wali nikah ayah kandung Pemohon Il bernama [l
B so<si nikahnya adalah | Jon mas kawinnya
berupa uang sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan
Seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- bahwa saat perkawinan, Pemohon | berstatus jejaka, sedangkan
Pemohon I
berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun
peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan
atas perkawinan tersebut;

- bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon | dan Pemohon Il telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai atau
menikah lagi, dan tetap beragama Islam;

- bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan
Pemohon | dan Pemohon Il sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk

bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat
disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah
melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat

Perkawinan yang berwenang;
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Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,
ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu
perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan
ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut
adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan
perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a
quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun
dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum

Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan
hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon |
dan Pemohon Il telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syari’at
Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang
diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal
44 Kompilasi Hukum Islam, serta al-Quran surat Al-Baqgarah ayat 221, 228 dan
234 serta al-Quran surat An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24, serta hadits Nabi
yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A., berbunyi :

226 e TS go O Log Jas sanlivg nlge Yl IK Y
Jbl g9g9 U5

Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua oarng saksi dan
manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal;

sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
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Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang
jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan
alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu
perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan

perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan
dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,
permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan
Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah
harus ada kepentingan yang nyata, dan permohonan tersebut diajukan karena
Pemohon | dan Pemohon Il belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status

perkawinannya;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan,
Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan
sah perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il yang dilaksanakan pada 18

Maret 2017 di [

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim
memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor
Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon | dan

Pemohon lI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon
(vide: pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar

putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
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hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | [ GTGTGcGcNGGEGE
I c-oan Pemohon I
I oo dilangsungkan pada tanggal 18 Maret 2017 di
I

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon | dan Pemohon I

sejumlah Rp. 116.000.00, (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11
Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami | GcGcNGNGNNEEEEEEEEEEEEEE
sebagai Ketua Majelis, | IIGNGTGTNNNEEEEEEEEEEEEEE -- B

I 202 Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh || || llEGEGzG

Il scbagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon L.

Hakim Anggota Ketua Majelis
TTD TTD
I
Hakim Anggota
TTD

Panitera

TTD
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Rincian Biaya Perkara :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Biaya Pendaftaran

Rp

30.000,00,

Biaya Proses

Rp

50.000,00

Biaya Panggilan

Rp

0,00

Biaya PNBP Panggilan

Rp

20.000,00

Biaya Redaksi

Rp

10.000,00,

Biaya Materai

Rp

6.000,00

Jumlah

Rp

116.000,00

(seratus enam belas ribu r
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